KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI
DAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGADAAN, PENGOPERASIAN,

PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN PERLINTASAN SEBIDANG
ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN

NOMOR . KM. 87 TAHUN 2004

NOMOR : 247 TAHUN 2004

Pada hari ini, Selasa tanggal Duapuluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu
Empat (21-12- 2004) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1 M. HATTA RAJASA, selaku Menteri Perhubungan RI dalam hal in1 bertindak
untuk dan atas nama Departemen Perhubungan dengan alamat di J1. Medan
Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

2. H. MOH. MA’RUF, selaku Menteri Dalam Negeri RI dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Departemen Dalam Negeri dengan alamat di Jl. Medan
Merdeka Utara No.7 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan
KESEPAKATAN BERSAMA dalam pembinaan, perencanaan, pembangunan, pengadaan,
pengoperasian, pemeliharaan dan penghapusan perlintasan sebidang antara jalur kereta api
dengan jalan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
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Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah :

a.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian .
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan .
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta
Api .

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api .

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom .

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004.

Pasal 2

PENGERTIAN

Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalur Kereta Api adalah daerah yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api,
daerah milik jalan kereta api dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian
bawahnya serta ruang bebas diatasnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.

Perlintasan adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan.
Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun

dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan
rel.
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5.  Pengendalian adalah kegiatan mengarahkan, mengawasi dan memantau operasi
leereta api baik langsimg maupnn tidak langsung.

6. Daerah Pengawasan Jalan Kereta Api adalah ruang sepanjang jalan rel diluar
daerah milik jalan kereta api yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu dan
diperuntukan bagi pengamanan dan kelancaran operasional kereta api yang -
selanjutnya disingkat Dawasja.

7. Ruang Bebas adalah ruang tertentu yang senantiasa bebas dan tidak mengganggu
gerakan kereta api, sehingga kereta api dapat berjalan dengan aman.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan
keselamatan angkutan kereta api dan pengguna jalan melalui kegiatan perencanaan,
pembangunan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan dan penghapusan perlintasan
sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, yang saat ini berada di wilayah Pulau Jawa
dan sebagian Pulau Sumatera.

Pasal 4
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi kegiatan perencanaan,
pembangunan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan dan penghapusan perlintasan
sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, di wilayah Pulau Jawa dan sebagian Pulau
Sumatera.
Pasal 5
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
a. Menyusun program kerja 5 (Lima) Tahun meliputi perencanaan, pembangunan,
pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan dan penghapusan perlintasan sebidang
antara jalur kereta api dengan jalan di wilayah Pulau Jawa dan sebagian Pulau

Sumatera, guna mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan kereta api maupun jalan.
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